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ABSTRAK 

 

Zulfikar : “Proses Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat” 

 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan 

anggaran yang dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat. 

Bentuk penelitian tugas akhir ini berupa penelitian studi lapangan yang 

dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung kedinas terkait. 

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi 

Sumatera Barat yang beralamat di jalan Asahan No. 2 Padang. Jenis penelitian 

termasuk kedalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengambarkan secara tepat mengenai suatu fenomena namun dalam hal 

pengumpulan data digunakan pendekatan kualitatif. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, proses 

penyusunan anggaran yang dilakukan DPKD Provinsi Sumatera Barat 

dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang angaran 

pemerintahan yang salah satunya yaitu Permendagri No. 13 tahun 2006. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Paradigma manajemen keuangan pemerintahan saat ini menekankan bahwa 

kegiatan pemerintah harus berorientasi pada kinerja, bukan pada biaya.Hal ini 

sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang pengelolaan uang 

negara. Kinerja yang diperoleh tersebut harus terukur, serta menunjang pencapaian 

visi dan misi yang sesuai dengan fungsi pemerintahan masing-masing 

kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Untuk melaksanakan hak dan 

kewajiban serta pelaksanaan tugas yang diberikan oleh rakyat, pemerintah harus 

mempunyai suatu rencana yang matang guna mencapai suatu tujuan yang dicita-

citakan. Rencana-rencana tersebut disusun secara seksama yang akan dipakai 

sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara. Oleh karenanya, 

pemerintah perlu membuat rencana keuangan yang dituangkan dalam bentuk 

anggaran dalam rangka mencapai tujuan atau program kerja pemerintahan. 

Proses penyusunan anggaran berpengaruh penting untuk menyelenggarakan 

suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Proses adalah rangkaian 

aktivitas atau kegiatan yang  dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang 

sama, proses penting bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan 

secara seragam. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, 

yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) 
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moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang 

(Munandar2001: 3) 

Anggaran adalah alat bagi manajemen untuk menjalankan fungsi-fungsinya. 

Tanpa anggaran masing-masing bagian dan individu pada perusahaan baik swasta 

maupun instansi pemerintahan cenderung bekerja dengan inisiatif sendiri-sendiri 

tanpa koordinasi yang mengakibatkan terjadinya penghamburan sumber daya, 

tidak ada alat dan mekanisme kontrol oleh atasan dan efek buruk lainnya. 

Akibatnya strategi besar operasional tidak berjalan sesuai dengan keinginan, 

sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran perusahaan dan instansi tidak akan tercapai.  

Instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, 

dituntut melakukan pembahasan yang mendalam untuk menyusun program-

program kerja, dan mendesain aktivitas anggaran sehingga betul-betul berdasarkan 

pada orientasi untuk mencapai satu tujuan. Dalam pengelolaan uang Negara sesuai 

dengan Undang-Undang No.17 tahun 2003 mengamanatkan bahwa di dalam 

penyusunan anggaran pada instansi pemerintah harus berorientasi pada kinerja. 

Anggaran idealnya bertujuan untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan 

laba dan salah satu bentuk anggaran dalam perusahaan adalah anggaran 

operasional. Anggaran terhadap perencanaan aktivita soperasional dapat 

dituangkan dalam bentuk anggaran operasioal. Anggaran biaya operasional yaitu 

keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan utama Dari 

operasional perusahaan. 
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Mengingat besarnya manfaat anggaran bagi suatu organisasi, maka anggaran 

tersebut harus disusun secara baik. Penyusunan anggaran yang baik harus 

mempunyai karakteristik sebagai berikut: partisipasi dalam penyusunan anggaran, 

kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan tingkat 

kesulitan anggaran. Oleh karena itu untuk merancang anggaran pemerintah, 

diperlukan system anggaran yang memadai. 

Penyusunan anggaran yang komprehensif dapat mempermudah diadakanya 

evaluasi atas hasil pelaksanaan yaitu dengan melaporkanhasil pelaksanaan yang 

sesungguhnya yang kemudian akan dibandingkan dengan rencana yang telah 

disusun sebelumnya. 

Penganggaran sektor public terkaitan dengan proses penentuan jumlah alokasi 

dana untuk tiap-tiap program aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran 

sektor public dimulai dari perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah 

selesai dilakukan. Penganggaran sektor public harus diawasi mulai tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan efektif apa 

bila diawasi oleh lembaga pengawas khusus yang bertugas mengontrol proses 

perencanaan dan pengendalian anggaran. 

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

disetujui oleh DPRD dan di tetapkan dengan peraturan daerah. Untuk menyususn 

APBD, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun rencana kerja pemerintah 

daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RJPMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja 
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Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu satu tahun 

yang mencakup kepada renja pemerintahan. 

Dari uraian diatas, penyusunan anggaran yang baik dan tepat sasaran sangat 

penting dan penulis tertarik untuk menjadikanya sebagai pemikiran penulis dalam 

bentuk sebuah Tuga sakhir, dengan judul “Proses Penyusunan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

(DPKD) Provinsi Sumatera Barat” . 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah disampaikan, maka masalah 

penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pengelolaan 

keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat? 

2. Bagaimana pengklasifikasian belanja (biaya) yang ada pada Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui proses Penyusunan Anggaran pada Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

2. Mengetahui klasifikasi belanja (biaya) pada Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang terkait: 

1. Bagi penulis, penelitian ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai proses penyusunan anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

2. Bagi Dinas, penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk melakukan 

proses penyusunan anggaran yang lebih baik lagi. 

3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan bacaan 

atau bahan pertimbangan yang berguna dalam mengetahui tentang proses 

penyusunan anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki 

tahapan-tahapan yang dilandaskan pada peraturan perundang - undangan 

yang mengatur tentang anggaran pemerintah yang salah satunya yaitu 

Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 tahun 2006. Adapun tahapan dari 

penyusunan anggaran ini yaitu Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

disusun berdasarkan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD, 

kemudian berdasarkan Rencana Kerja ini DPKD menyusun Rencana Kerja 

dan Anggaran yang akan diserahkan kepada Tim TAPD dan Banggar DPRD 

untuk diproses dan ditetapkan. Setelah Rencana Kerja dan Anggaran 

ditetapkan selanjutnya DPKD menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran yang berisikan sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, 

anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana 

penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. Hingga 

hasil akhirnya yaitu tersusunlah sebuah modul anggaran pemerintahan. 

2. Dalam pengklasifikasian belanja pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat, belanja diklasifikasikan berdasarkan hubungannya 
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dengan aktivitas, dimana pada hubungan ini belanja terbagi atas dua yaitu: 

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, namun pada DPKD lebih di 

dominasi oleh belanja langsung. Belanja Langsung terdiri dari belanja 

pegawai yang berupa uang lembur PNS, belanja barang dan jasa yang terdiri 

dari belanja bahan pakai habis, belanja cetak dan pengadaan, belanja makan 

dan minum, belanja perjalanan dinas dan belanja perlengkapan atau peralatan 

pakai habis, sedangkan belanja modal merupakan belanja modal pengadaan 

alat-alat angkutan darat bermotor mini bus. Pengklasikasian ini disesuaikan 

dengan kegiatan yang ada pada DPKD Prov.Sumbar dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 sebagai landasan 

pengklasifikasiannya. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Proses penyusunan anggaran merupakan proses yang sangat menentukan 

capaian, tujuan dan arah kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu 

disarankan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam proses 

penganggaran tersebut dimulai dengan mengikut sertakan semua bagian atau 

divisi yang ada agar penyusunan anggaran lebih tepat sasaran sehingga visi, 

misi dan tujuan DPKD dapat tercapai dengan baik. 
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2. Disarankan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat agar lebih memperluas klasifikasi anggaran yang ada pada setiap 

pelaksanaan kegiatan agar tidak didominasi oleh belanja langsung saja 

dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan akan lebih beragam namun 

tidak melenceng dari visi,misi dan rencana strategis Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang telah disusun sebelumnya. 
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